
BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Indonesia merupakan negara yang dianugerahi sumber daya alam yang berlimpah 

termasuk bahan galian (tambang). Bahan galian (tambang) tersebut yaitu emas, perak, 

tembaga, minyak dan gas bumi, batubara, dan Iain-Iain. Bahan galian (tambang) itu 

dikuasai oleh negara dan dalam hal ini hak penguasaan oleh negara berisi wewenang 

untuk mengatur, mengurus dan mengawasi pengelolahan atau pengusahaan bahan galian 

serta berisi kewajiban untuk mempergunakan sebesar-besamya bagi kemakmuran rakyat, 

dengan demikian penguasaan oleh negara diselenggarakan oleh pemerintah.1 

Undang-undang Dasar 1945 Pasal 3 ayat (3) rrienyebutkan "Biimi dan .air dan 

kekayaah alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan diperigunakan 

untuk isebesar-besar kemakmuran rakyat", mengenai rumusan diatas kata-kata "dikuasai 

oleh negara" merupakan dasar bagi konsep Hak Penguasaan Negara (HPN).2 Hak 

penguasaan Negara ini lebih mendalam disebutkan didalam Pasal 2 ayat (2) Undang-

undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, yang mana 

disebutkan bahwa hak menguasai dari Negara memberi wewenang untuk:3 

a. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan 

pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut; 

b. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang 

dengan bumi, air dan ruang angkasa. 

2 S3 1™ US. Huhitn Pertambangan di Indonesia, Rajawali Pers, Jakarta, 2008, hlm.l. 
3 Adrian Sutedi, Hukum Pertambangan, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hIm.123-124. 

Supardi, Hukum Agraria, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, him. 59. 












































































































































































































